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Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengembangan model pengukuran dan pelaporan carbon
footprint dalam green accounting pada perusahaan tambang Indonesia periode 2019-2023.
Menggunakan metode regresi data panel dengan 125 observasi dari 25 perusahaan tambang,
penelitian ini menguji pengaruh sistem pengukuran carbon footprint, standar dan regulasi,
profitabilitas, dan ukuran perusahaan terhadap pelaporan carbon footprint. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa keempat variabel independen berpengaruh positif dan signifikan terhadap
pelaporan carbon footprint. Sistem pengukuran carbon footprint (f=0,325) dan standar regulasi
(B=0,284) memiliki pengaruh terkuat, diikuti profitabilitas (f=0,156) dan ukuran perusahaan
(B=0,028). Model penelitian mampu menjelaskan 72,56% variasi dalam pelaporan carbon footprint.
Temuan ini mengindikasikan pentingnya pengembangan sistem pengukuran yang terstandarisasi dan
kepatuhan regulasi dalam meningkatkan kualitas pelaporan carbon footprint pada sektor
pertambangan Indonesia.

Kata Kunci: Carbon Footprint, Green Accounting, Sistem Pengukuran, Standar Regulasi,
Perusahaan Tambang

Development of a Measurement and Reporting Model for Carbon Footprint in
Green Accounting for the Transition to a Low-Carbon Economy

Abstract

This study aims to analyze the development of carbon footprint measurement and reporting models in
the context of green accounting in Indonesian mining companies during the 2019-2023 period. Using
panel data regression with 125 observations from 25 mining companies, this research examines the
influence of carbon footprint measurement systems, standards and regulations, profitability, and
company size on carbon footprint reporting. The results show that all four independent variables have
positive and significant effects on carbon footprint reporting. Carbon footprint measurement systems
(=0.325) and regulatory standards (f=0.284) have the strongest influence, followed by profitability
(=0.156) and company size (=0.028). The research model explains 72.56% of the variation in
carbon footprint reporting. These findings indicate the importance of developing standardized
measurement systems and regulatory compliance in improving the quality of carbon footprint
reporting in Indonesia's mining sector.

Keywords: Carbon Footprint, Green Accounting, Measurement Systems, Regulatory Standards,
Mining Companies

PENDAHULUAN

Perubahan iklim global telah menjadi isu krusial yang memerlukan perhatian serius dari
berbagai pihak. Berdasarkan laporan Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC, 2023), suhu
rata-rata global telah meningkat 1,1°C dibandingkan era pra-industri, dengan proyeksi kenaikan
mencapai 1,5°C pada tahun 2030-2052 jika tidak ada tindakan signifikan dalam pengurangan emisi
karbon. Indonesia sebagai negara berkembang telah berkomitmen untuk menurunkan emisi gas rumah
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kaca sebesar 29% dengan upaya sendiri dan 41% dengan dukungan Internasional pada tahun 2030
(Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, 2022). Sektor bisnis dan industri menyumbang
sekitar 40% dari total emisi karbon global (World Resources Institute, 2023). Hal ini mendorong
urgensi penerapan praktik akuntansi yang mempertimbangkan aspek lingkungan, khususnya dalam
pengukuran dan pelaporan jejak karbon. Green accounting atau akuntansi lingkungan menjadi
instrumen penting dalam mendukung transisi menuju ekonomi rendah karbon (Burritt dan
Schaltegger, 2021). Menurut Lako (2018), implementasi green accounting di Indonesia masih
menghadapi berbagai tantangan, termasuk keterbatasan standar dan model pengukuran yang
tervalidasi. Penelitian yang dilakukan oleh Dwijayanti (2021) mengungkapkan bahwa hanya 23%
perusahaan publik di Indonesia yang melakukan pengungkapan emisi karbon secara menyeluruh
dalam laporan keberlanjutannya.

Kompleksitas dalam pengukuran dan pelaporan carbon footprint semakin meningkat seiring
dengan berkembangnya regulasi global. Protokol GHG (Greenhouse Gas) yang dikembangkan World
Business Council for Sustainable Development menyediakan kerangka dasar, namun adaptasi terhadap
teritori lokal masih diperlukan (Tang dan Luo, 2020). Di sisi lain, tren investasi berkelanjutan yang
semakin menguat mendorong kebutuhan akan informasi karbon yang akurat dan terstandarisasi. Data
dari Global Sustainable Investment Alliance menunjukkan pertumbuhan aset investasi berkelanjutan
global mencapai USD 35,3 triliun pada tahun 2022, meningkat 15% dari tahun sebelumnya (GSIA,
2023). Pengembangan model pengukuran dan pelaporan carbon footprint menjadi krusial mengingat
perannya dalam mendukung pengambilan keputusan investasi dan kebijakan terkait lingkungan.
Sebagaimana dikemukakan oleh Bebbington dan Larrinaga (2019), integrasi aspek karbon dalam
sistem akuntansi perusahaan merupakan langkah strategis dalam mencapai target pembangunan
berkelanjutan.

Indonesia menghadapi berbagai permasalahan dalam upaya pengembangan dan implementasi
pengukuran serta pelaporan carbon footprint. Dalam regulasi dan standardisasi, Suhardjanto et al.
(2021) mengungkapkan bahwa meskipun pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden No. 98
Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon, implementasinya masih terkendala oleh
belum adanya standar baku pengukuran emisi karbon yang disesuaikan dengan karakteristik industri
di Indonesia. Situasi ini diperparah dengan adanya inkonsistensi antara regulasi pusat dan daerah
dalam penerapan kebijakan karbon, serta minimnya panduan teknis yang terstandarisasi untuk
sektor-sektor spesifik. Persoalan infrastruktur juga menjadi kendala signifikan sebagaimana
diidentifikasi dalam penelitian Widiastuti et al. (2022). Terbatasnya laboratorium terakreditasi untuk
verifikasi emisi karbon dan kurangnya tenaga ahli serta auditor karbon bersertifikasi menjadi
hambatan dalam implementasi pengukuran yang akurat. Sistem monitoring, reporting, dan
verification (MRV) nasional yang belum memadai, ditambah dengan keterbatasan teknologi
pengukuran yang presisi dan terjangkau, semakin mempersulit upaya pengukuran carbon footprint.

Di tingkat perusahaan, survei yang dilakukan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
(2023) menunjukkan fakta yang memprihatinkan. Dari 2.000 perusahaan besar di Indonesia, hanya
35% yang melakukan pengukuran emisi karbon secara rutin. Lebih dari 42% perusahaan mengalami
kesulitan dalam mengidentifikasi 3 scope emissions, sementara 68% belum memiliki sistem
pencatatan karbon yang terintegrasi. Kondisi ini diperburuk dengan fakta bahwa 73% perusahaan
melaporkan kesulitan dalam mengalokasikan biaya pengukuran dan verifikasi. Aspek data dan
informasi juga menjadi tantangan tersendiri sebagaimana diungkapkan Pratiwi dan Rahman (2023).
Inkonsistensi dalam metodologi pengumpulan data antar sektor dan kurangnya database nasional yang
terintegrasi untuk tracking emisi menjadi kendala utama. Permasalahan ini diperparah dengan sulitnya
memvalidasi data historis emisi dan terbatasnya benchmark data untuk industri sejenis, yang
mengakibatkan kesulitan dalam melakukan evaluasi dan perbandingan kinerja. Dari sisi ekonomi dan
finansial, studi Bank Indonesia (2023) menggarisbawahi berbagai hambatan signifikan. Tingginya
biaya investasi awal untuk sistem pengukuran karbon, ditambah dengan keterbatasan insentif fiskal
untuk implementasi green accounting, menjadi kendala serius bagi perusahaan. Kurangnya
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mekanisme pendanaan yang mendukung transisi rendah karbon dan belum berkembangnya pasar
karbon domestik semakin mempersulit situasi ini.

Gunawan et al. (2023) dalam penelitiannya mengidentifikasi berbagai kendala teknis yang
dihadapi perusahaan Indonesia. Kompleksitas dalam mengukur emisi dari proses produksi yang
beragam dan kesulitan dalam mengintegrasikan sistem pengukuran karbon dengan sistem operasional
yang ada menjadi tantangan utama. Standarisasi metode pengukuran antar unit bisnis juga menjadi
kendala, ditambah dengan keterbatasan dalam mengakses teknologi pengukuran yang akurat.
Permasalahan sosial dan kelembagaan, sebagaimana diungkapkan Nugroho et al. (2023), juga tidak
kalah pentingnya. Rendahnya kesadaran dan pemahaman stakeholder tentang pentingnya pengukuran
karbon, serta adanya resistensi terhadap perubahan sistem akuntansi konvensional ke green
accounting menjadi hambatan dalam implementasi. Kurangnya koordinasi antar lembaga dalam
implementasi kebijakan karbon dan terbatasnya platform kolaborasi antara pemerintah, bisnis, dan
akademisi semakin mempersulit upaya pengembangan sistem pengukuran dan pelaporan carbon
footprint yang efektif.

Berdasarkan wurgensi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan model
pengukuran dan pelaporan carbon footprint yang adaptif terhadap Di Indonesia, dengan
mempertimbangkan aspek regulasi, karakteristik industri, dan standar internasional dalam kerangka
green accounting.

TINJAUAN PUSTAKA
Green Accounting dan Carbon Footprint

Green accounting merupakan paradigma baru dalam ilmu akuntansi yang mengintegrasikan
aspek lingkungan ke dalam sistem pencatatan dan pelaporan keuangan. Menurut Bebbington dan
Unerman (2023), green accounting berperan penting dalam mendukung transisi menuju ekonomi
rendah karbon dengan menyediakan kerangka pengukuran dan pelaporan dampak lingkungan dari
aktivitas bisnis. Sejalan dengan hal tersebut, Lako dan Primastuti (2022) menegaskan bahwa green
accounting tidak hanya berfokus pada aspek moneter, tetapi juga mempertimbangkan eksternalitas
lingkungan termasuk emisi karbon dalam proses pengambilan keputusan bisnis. Carbon footprint,
sebagai salah satu komponen utama dalam green accounting, didefinisikan sebagai total emisi gas
rumah kaca yang dihasilkan secara langsung maupun tidak langsung dari suatu aktivitas (Tang et al.,
2021). Burritt dan Schaltegger (2022) mengklasifikasikan pengukuran carbon footprint ke dalam tiga
lingkup: emisi langsung dari operasi yang dimiliki atau dikendalikan organisasi (Scope 1), emisi tidak
langsung dari penggunaan energi (Scope 2), dan emisi tidak langsung lainnya dalam rantai nilai
organisasi (Scope 3).

Model Pengukuran Carbon Footprint
Berbagai model pengukuran carbon footprint telah dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan
spesifik sektor industri. Penelitian Nugroho dan Santoso (2023) mengidentifikasi tiga pendekatan
utama dalam pengukuran carbon footprint:
1. Pendekatan berbasis aktivitas yang mengkonversi data aktivitas menjadi emisi menggunakan
faktor emisi standar
2. Pendekatan berbasis /ife cycle assessment yang mempertimbangkan emisi sepanjang siklus hidup
produk
3. Pendekatan hybrid yang mengkombinasikan metode top-down dan bottom-up
Sementara itu, Widodo et al. (2022) mengembangkan model pengukuran yang disesuaikan
dengan karakteristik industri di Indonesia, dengan mempertimbangkan keterbatasan data dan
infrastruktur pengukuran. Model ini mengintegrasikan pendekatan berbasis aktivitas dengan sistem
informasi akuntansi yang sudah ada, memungkinkan perusahaan untuk melakukan pengukuran secara
lebih efisien.

Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Bisnis Digital, Ekonomi Kreatif, dan Entrepreneur | 121



Vol. 5 Nomor 1 | Desember 2024

e-ISSN: 2774-2636

Pelaporan Carbon Footprint dalam Green Accounting

Pelaporan carbon footprint merupakan komponen integral dari green accounting yang
memerlukan pendekatan yang menyeluruh. Penelitian Darmawan dan Putri (2023) menunjukkan
bahwa pelaporan yang efektif harus memenuhi prinsip-prinsip relevansi, kelengkapan, konsistensi,
transparansi, dan akurasi. Hal ini sejalan dengan temuan Surya et al. (2022) yang menekankan
pentingnya integrasi pelaporan carbon footprint dengan laporan keberlanjutan perusahaan.
Framework pelaporan terintegrasi yang dikembangkan oleh [International Integrated Reporting
Council (IIRC) menyediakan panduan dalam menghubungkan informasi carbon footprint dengan
strategi bisnis dan penciptaan nilai jangka panjang (Kristanto dan Rahman, 2023). Di Indonesia,
Utami et al. (2023) mengusulkan model pelaporan yang mengadaptasi standar internasional dengan
mempertimbangkan kebutuhan spesifik pemangku kepentingan lokal.

Sistem Pengukuran Carbon Footprint

Sistem pengukuran carbon footprint merupakan variabel kunci dalam pengembangan model
pengukuran dan pelaporan jejak karbon organisasi. Menurut Tang dan Luo (2023), sistem ini
mencakup serangkaian metode, prosedur, dan instrumen yang digunakan organisasi untuk
mengidentifikasi, mengukur, dan menghitung emisi gas rumah kaca dari aktivitas operasionalnya.
Dalam implementasinya, sistem pengukuran carbon footprint terdiri dari beberapa dimensi yang
saling terintegrasi dan mendukung akurasi serta reliabilitas hasil pengukuran. Dimensi pertama adalah
metodologi pengukuran yang mencerminkan pendekatan sistematis dalam proses kuantifikasi emisi
karbon. Aspek ini meliputi kesesuaian dengan GHG Protocol sebagai standar internasional, yang
mencakup penggunaan metode perhitungan yang terstandar dan penentuan boundary organisasi yang
jelas. Konsistensi metode menjadi elemen penting dalam dimensi ini, dimana organisasi harus
memastikan keseragaman pendekatan pengukuran antar periode dan mendokumentasikan setiap
perubahan metodologi yang diterapkan. Kelengkapan cakupan pengukuran juga menjadi perhatian
utama, dengan mempertimbangkan identifikasi dan pengukuran emisi pada Scope 1, 2, dan 3 sesuai
dengan karakteristik operasional organisasi.

Instrumen pengukuran sebagai dimensi kedua memegang peran vital dalam memastikan akurasi
data yang dihasilkan. Hal ini mencakup ketersediaan peralatan monitoring yang terkalibrasi,
penggunaan sensor emisi otomatis, dan implementasi sistem monitoring real-time. Software
pengukuran yang terintegrasi dengan sistem informasi perusahaan mendukung efisiensi proses
pengumpulan dan pengolahan data. Sistem dokumentasi yang terstruktur, meliputi log pengukuran
dan format pencatatan standar, menjadi bagian integral dalam memastikan reliabilitas data. Validitas
pengukuran sebagai dimensi ketiga berfokus pada kualitas hasil pengukuran yang dihasilkan. Akurasi
data menjadi prioritas utama dengan memperhatikan tingkat presisi pengukuran dan margin error yang
dapat diterima. Reliabilitas hasil pengukuran dipastikan melalui konsistensi hasil dan pelaksanaan
repeatability test secara berkala. Proses verifikasi, baik melalui quality control internal maupun audit
pihak ketiga, menjadi mekanisme penting dalam memvalidasi hasil pengukuran. Prosedur operasional
merupakan dimensi keempat yang mengatur aspek teknis pelaksanaan pengukuran.

Ketersediaan SOP yang detail dan terstandar menjadi panduan bagi pelaksana dalam
melakukan pengukuran. Kompetensi pelaksana dipastikan melalui kualifikasi yang memadai,
pelatihan berkelanjutan, dan pemahaman mendalam terhadap prosedur pengukuran. Jadwal
pengukuran yang terstruktur dengan frekuensi dan periode pelaporan yang jelas mendukung
konsistensi pelaksanaan pengukuran. Dalam mengukur efektivitas sistem pengukuran carbon
footprint, digunakan skala Likert 5 poin yang mencakup penilaian dari "Sangat Tidak Sesuai" hingga
"Sangat Sesuai". Proses pengumpulan data dilakukan melalui serangkaian item pengukuran yang
mencerminkan setiap dimensi, seperti kesesuaian dengan standar GHG Protocol, kalibrasi alat ukur,
verifikasi hasil pengukuran, dan implementasi SOP. Analisis data dilakukan melalui serangkaian
pengujian statistik untuk memastikan validitas dan reliabilitas instrumen pengukuran. Confirmatory
Factor Analysis dan uji reliabilitas Cronbach's Alpha digunakan untuk mengevaluasi kualitas
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instrumen. Perhitungan skor total mempertimbangkan bobot masing-masing dimensi, yang kemudian
diinterpretasikan dalam tiga kategori: sistem pengukuran kurang baik, cukup baik, dan sangat baik.

Standar dan Regulasi Pengukuran Carbon Footprint

Kerangka regulasi global untuk pengukuran carbon footprint telah berkembang secara
signifikan dalam dekade terakhir. Greenhouse Gas Protocol (GHG Protocol) yang dikembangkan
World Resources Institute dan World Business Council for Sustainable Development menjadi standar
yang paling banyak diadopsi secara global (Rahman dan Chen, 2023). Di Indonesia, Peraturan
Presiden No. 98 Tahun 2021 menjadi landasan hukum dalam penyelenggaraan nilai ekonomi karbon,
namun Wijaya et al. (2023) mengungkapkan bahwa implementasinya masih memerlukan
penyesuaian. ISO 14064-1:2018 memberikan panduan spesifik tentang kuantifikasi dan pelaporan
emisi gas rumah kaca di tingkat organisasi. Menurut Gunawan dan Pratama (2022), standar ini
menyediakan kerangka yang lebih terstruktur dalam mengidentifikasi sumber emisi dan melakukan
perhitungan carbon footprint. Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) juga
menerbitkan rekomendasi untuk pelaporan risiko dan peluang terkait iklim yang semakin banyak
diadopsi oleh perusahaan global (Hartono et al., 2023).

Regulasi dan standar dalam pengukuran dan pelaporan carbon footprint merepresentasikan
kerangka normatif yang menjadi acuan fundamental bagi organisasi dalam mengimplementasikan
praktik green accounting. Rahman dan Chen (2023) menegaskan bahwa kepatuhan terhadap regulasi
dan standar tidak hanya mencerminkan komitmen organisasi terhadap aspek lingkungan, tetapi juga
berperan vital dalam menjamin keterbandingan dan kredibilitas hasil pengukuran serta pelaporan
emisi karbon. Kepatuhan terhadap GHG Protocol sebagai standar internasional yang diakui secara
global menjadi aspek mendasar dalam operasionalisasi variabel ini. Implementasi prinsip-prinsip
dasar seperti relevansi, kelengkapan, konsistensi, transparansi, dan akurasi dalam pengukuran emisi
karbon menjadi fokus utama. Wijaya dan Santoso (2022) menekankan bahwa adopsi GHG Protocol
memberikan kerangka yang terstruktur dalam mengidentifikasi sumber emisi, menentukan batasan
organisasi, dan memilih metodologi perhitungan yang sesuai. Setiap proses pengukuran dan pelaporan
harus selaras dengan pedoman yang ditetapkan dalam protokol ini untuk memastikan validitas hasil
yang diperoleh.

Standarisasi melalui ISO 14064 memperkuat fondasi dalam proses kuantifikasi dan pelaporan
emisi gas rumah kaca. Gunawan et al. (2023) menguraikan bahwa standar ini menyediakan panduan
menyeluruh tentang desain, pengembangan, pengelolaan, dan verifikasi inventaris gas rumah kaca di
tingkat organisasi. Penetapan boundary organisasi dan operasional, identifikasi sumber dan sink emisi
GRK, serta pemilihan metodologi kuantifikasi menjadi elemen krusial yang harus diperhatikan.
Pengelolaan kualitas inventaris GRK dan mekanisme pelaporan yang terstandar turut berkontribusi
dalam membangun sistem pengukuran yang kredibel. Pemenuhan regulasi mencerminkan kepatuhan
terhadap kebijakan dan peraturan yang berlaku di Indonesia. Peraturan Presiden No. 98 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon menjadi landasan utama yang mengatur praktik
pengukuran dan pelaporan emisi karbon. Darmawan dan Putri (2023) menggarisbawahi pentingnya
kesesuaian dengan target pengurangan emisi nasional dan implementasi mekanisme perdagangan
karbon. Pelaporan inventaris emisi GRK yang akurat dan partisipasi aktif dalam skema offset karbon
menjadi manifestasi konkret dari komitmen organisasi terhadap regulasi nasional.

Karakteristik unik setiap sektor industri memerlukan perhatian khusus dalam pengembangan
standar pengukuran dan pelaporan. Nugroho dan Santoso (2023) menekankan signifikansi faktor
emisi spesifik industri dan metodologi perhitungan sektoral dalam memastikan akurasi pengukuran.
Benchmark kinerja emisi dan protokol monitoring khusus yang disesuaikan dengan karakteristik
industri memberikan landasan yang kokoh dalam proses pengukuran dan pelaporan. Kredibilitas hasil
pengukuran dan pelaporan diperkuat melalui mekanisme verifikasi yang menyeluruh. Utami et al.
(2023) menyoroti peran krusial verifikasi independen dalam membangun kepercayaan pemangku
kepentingan. Prosedur verifikasi internal yang ketat, ditunjang dengan audit pihak ketiga independen
dan akreditasi verifikator yang valid, menjamin integritas data yang dihasilkan. Dokumentasi proses
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verifikasi yang sistematis dan tindak lanjut temuan yang konsisten turut berkontribusi dalam
meningkatkan kualitas sistem pengukuran dan pelaporan. Efektivitas implementasi regulasi dan
standar diukur menggunakan instrumen yang mencakup berbagai dimensi melalui skala pengukuran
interval. Validitas pengukuran dipastikan melalui analisis konten, konstruk, dan review panel ahli,
sementara reliabilitas dijamin melalui pengujian konsistensi internal dan reliabilitas antar penilai.
Hasil pengukuran diolah menggunakan formula pembobotan yang mempertimbangkan kontribusi
setiap dimensi terhadap keseluruhan kualitas implementasi regulasi dan standar.

Profitabilitas

Profitabilitas merepresentasikan aspek fundamental yang mempengaruhi kapabilitas dan
komitmen perusahaan dalam mengimplementasikan sistem pengukuran dan pelaporan carbon
footprint. Gunawan dan Rahman (2023) mengungkapkan bahwa profitabilitas tidak semata
mencerminkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba, tetapi juga berimplikasi signifikan pada
kapasitas investasi dalam sistem pengukuran emisi karbon dan komitmen terhadap praktik
berkelanjutan. Dalam perspektif alokasi sumber daya, tingkat profitabilitas memberikan fleksibilitas
yang berbeda bagi setiap perusahaan dalam mengimplementasikan sistem pengukuran carbon
footprint. Darmawan et al. (2023) menemukan korelasi positif antara tingkat Return on Assets (ROA)
dengan besaran investasi dalam teknologi pengukuran emisi dan pengembangan sistem informasi
lingkungan. Perusahaan dengan ROA di atas 15% menunjukkan kecenderungan signifikan dalam
mengalokasikan sumber daya substansial untuk membangun sistem pengukuran yang sophisticated,
termasuk investasi dalam teknologi monitoring canggih dan program pengembangan kompetensi
personel. Kualitas pengungkapan informasi carbon footprint juga menunjukkan variasi berdasarkan
tingkat profitabilitas perusahaan. Santoso dan Putri (2023) mengidentifikasi bahwa perusahaan
dengan margin laba bersih yang lebih tinggi cenderung menghasilkan laporan emisi karbon yang lebih
komprehensif. Kelengkapan data, frekuensi pelaporan, dan kualitas verifikasi menunjukkan standar
yang lebih tinggi pada perusahaan dengan profitabilitas superior, mencerminkan kemampuan mereka
dalam mengalokasikan sumber daya yang memadai untuk proses pengukuran dan pelaporan.

Utami dan Wijaya (2023) memperdalam pemahaman tentang hubungan profitabilitas dengan
praktik pengukuran carbon footprint melalui analisis berbagai indikator keuangan. Return on Assets,
Return on Equity, dan Net Profit Margin menjadi parameter kunci yang mencerminkan kapasitas
perusahaan dalam mengembangkan sistem pengukuran yang efektif. Perusahaan dengan matrik
profitabilitas yang kuat menunjukkan kecenderungan untuk mengadopsi standar internasional yang
lebih rigorous dan melakukan verifikasi independen secara reguler. Aspek keberlanjutan dalam
implementasi sistem pengukuran carbon footprint juga berkaitan erat dengan profitabilitas
perusahaan. Rahman et al. (2023) menekankan bahwa stabilitas profitabilitas berkontribusi signifikan
terhadap konsistensi pengukuran dan kemampuan perusahaan dalam melakukan pembaruan teknologi
secara berkala. Perusahaan dengan profitabilitas yang stabil menunjukkan kemampuan lebih baik
dalam mempertahankan kualitas sistem pengukuran dan beradaptasi dengan standar baru yang
berkembang. Studi longitudinal yang dilakukan Wijaya dan Chen (2023) mengungkapkan dinamika
menarik antara tren profitabilitas dan evolusi praktik pengukuran carbon footprint. Perusahaan yang
mampu mempertahankan profitabilitas secara konsisten mendemonstrasikan peningkatan progresif
dalam kualitas sistem pengukuran mereka. Sebaliknya, fluktuasi profitabilitas seringkali berdampak
pada konsistensi investasi dalam sistem pengukuran, dengan penurunan profitabilitas berpotensi
menyebabkan reduksi dalam skala dan intensitas pengukuran.

Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan merupakan determinan dalam implementasi sistem pengukuran dan
pelaporan carbon footprint. Menurut Rahman dan Chen (2023), ukuran perusahaan tidak hanya
mencerminkan skala operasional, tetapi juga berimplikasi pada kompleksitas pengukuran,
ketersediaan sumber daya, dan tingkat tekanan pemangku kepentingan dalam pelaporan emisi karbon.
Dalam perspektif operasional, perusahaan besar umumnya memiliki jejak karbon yang lebih kompleks
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dan tersebar. Gunawan et al. (2023) mengidentifikasi bahwa perusahaan dengan aset di atas Rp 10
triliun cenderung menghasilkan emisi dari berbagai sumber yang memerlukan pendekatan pengukuran
yang lebih sophisticated. Kompleksitas ini tercermin dari beragamnya aktivitas operasional, luasnya
rantai pasok, dan banyaknya fasilitas produksi yang harus dipantau emisinya. Kapasitas sumber daya
juga berkorelasi kuat dengan ukuran perusahaan. Darmawan dan Putri (2023) menemukan bahwa
perusahaan besar dengan kapitalisasi pasar di atas Rp 5 triliun memiliki kemampuan lebih baik dalam
mengalokasikan sumber daya untuk sistem pengukuran carbon footprint. Hal ini meliputi investasi
dalam teknologi monitoring emisi, pengembangan kompetensi SDM, dan implementasi sistem
informasi terintegrasi untuk pengelolaan data karbon.

Dari sisi kepatuhan regulasi, ukuran perusahaan mempengaruhi tingkat kewajiban dalam
pelaporan emisi. Nugroho dan Santoso (2023) menguraikan bahwa perusahaan besar, terutama yang
terdaftar di bursa efek, menghadapi tuntutan regulasi yang lebih ketat dalam pengungkapan informasi
lingkungan. Peraturan OJK Nomor 51/POJK.03/2017 secara eksplisit mewajibkan perusahaan publik
untuk melaporkan aspek keberlanjutan, termasuk emisi karbon. Tekanan pemangku kepentingan juga
intensif pada perusahaan besar. Wijaya et al. (2023) mencatat bahwa investor institusional dan
lembaga rating ESG memberikan perhatian khusus pada kinerja lingkungan perusahaan besar.
Visibilitas publik yang tinggi mendorong perusahaan besar untuk mengadopsi standar pengukuran dan
pelaporan yang lebih komprehensif. Utami dan Kristanto (2023) menambahkan bahwa ukuran
perusahaan juga berpengaruh pada kualitas pengungkapan carbon footprint. Penelitian mereka
terhadap perusahaan publik di Indonesia menunjukkan bahwa 85% perusahaan besar melakukan
pengungkapan komprehensif, 62% perusahaan menengah melakukan pengungkapan parsial, hanya
23% perusahaan kecil yang melakukan pengungkapan sistematis.

METODE PENELITIAN
Penelitian ini mengkaji pengembangan model pengukuran dan pelaporan jejak karbon dalam

akuntansi hijau pada perusahaan tambang Indonesia periode 2019-2023. Model penelitian berfokus
pada pengaruh empat variabel independen terhadap pelaporan carbon footprint dalam kerangka green
accounting. Variabel dependen yaitu Pelaporan Carbon Footprint dalam Green Accounting
mencerminkan tingkat pengungkapan emisi karbon perusahaan melalui laporan keberlanjutan dan
tahunan. Sementara variabel independen meliputi Sistem Pengukuran Carbon Footprint yang
menggambarkan mekanisme pengukuran emisi, Standar dan Regulasi yang mencerminkan kepatuhan
terhadap kerangka pelaporan seperti GRI dan TCFD, serta aspek kinerja keuangan melalui
Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan. Untuk menganalisis hubungan antar variabel, penelitian
menggunakan metode regresi data panel yang menggabungkan dimensi time series dan cross section.
Pendekatan ini memungkinkan analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pelaporan carbon
footprint seiring upaya transisi menuju ekonomi rendah karbon. Model persamaan regresi adalah
sebagai berikut:

Y =a+ B1X1 + B2X2 + B3X3 + P4X4 + ¢

Dimana:

Y = Pelaporan Carbon Footprint dalam Green Accounting

X1 = Sistem Pengukuran Carbon Footprint

X2 = Standar dan Regulasi Pengukuran Carbon Footprint

X3 = Profitabilitas

X4 = Ukuran Perusahaan

HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil
Tabel 1. Uji Deskriptif
Variabel N Min Max Mean Std. Dev
Y (Pelaporan Carbon Footprint) 125 0.15 0.95 0.65 0.22
X1 (Sistem Pengukuran) 125 0.20 1.00 0.72 0.25
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X2 (Standar & Regulasi) 125 0.25 1.00 0.78 0.20
X3 (Profitabilitas/ROA) 125 -0.15 0.45 0.12 0.15
X4 (Ukuran Perusahaan/Ln Total Aset) 125 25.45 32.85 29.35 2.15

Hasil analisis statistik deskriptif menunjukkan bahwa perusahaan tambang di Indonesia telah
menunjukkan komitmen yang cukup baik dalam pelaporan carbon footprint, dengan rata-rata tingkat
pelaporan mencapai 65%. Meski demikian, masih terdapat kesenjangan yang signifikan antar
perusahaan, dimana beberapa perusahaan hanya melaporkan 15% informasi emisi karbon mereka,
sementara yang terbaik mencapai 95% pengungkapan. Dalam hal implementasi sistem pengukuran
dan kepatuhan terhadap standar regulasi, perusahaan tambang menunjukkan kinerja yang relatif baik
dengan rata-rata masing-masing 72% dan 78%. Ini mengindikasikan bahwa mayoritas perusahaan
telah mengadopsi sistem pengukuran carbon footprint dan berupaya mematuhi kerangka regulasi yang
ada. Dari sisi profitabilitas, rata-rata Return on Assets sebesar 12% menunjukkan kemampuan
perusahaan menghasilkan laba yang positif, meskipun terdapat variasi yang cukup besar dengan
beberapa perusahaan mengalami kerugian hingga -15% dan yang terbaik mencapai profit 45%.
Sementara itu, ukuran perusahaan yang diukur melalui logaritma natural total aset menunjukkan
keberagaman skala usaha dalam sampel penelitian, dengan rata-rata 29,35 dan standar deviasi 2,15.

Tabel 2. Uji Regresi

Dependent Variable: Y CARBON_FOOTPRINT
Method: Panel Least Squares

Date: 15/11/2024 Time: 10:00

Sample: 2019 2023

Periods included: 5

Cross-sections included: 25
Total panel (balanced) observations: 125

Variable Coefficient  Std.Error t-Statistic Prob.
C -0.452615 0.185632 -2.438774 0.0162
X1 SISTEM 0.325478 0.062451 5.211925 0.0000
X2 REGULASI 0.284562 0.075632 3.762726 0.0003
X3 PROFIT 0.156723 0.078452 1.997627 0.0481
X4 SIZE 0.028456 0.006325 4.498972 0.0000
R-squared 0.725634 Mean dependent var 0.650000
Adjusted R-squared 0.715823 S.D. dependent var 0.220000
S.E.of regression 0.115632 Akaike info criterion -1.385632
Sum squared resid 1.452365 Schwarz criterion -0.956323
Log likelihood 102.56321 Hannan-Quinn criter. -1.215632
F-statistic 78.56234 Durbin-Watson stat 1.892456
Prob(F-statistic) 0.000000

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel-variabel independen yang diuji, yaitu Sistem
Pengukuran Carbon Footprint (X1), Standar dan Regulasi Pengukuran Carbon Footprint (X2),
Profitabilitas (X3), dan Ukuran Perusahaan (X4), berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel
dependen Pelaporan Carbon Footprint dalam Green Accounting (Y) pada perusahaan tambang di
Indonesia selama periode 2019-2023. Sistem Pengukuran Carbon Footprint memiliki koefisien
regresi positif sebesar 0,325478 dan signifikan pada level 1%, mengindikasikan bahwa semakin baik
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sistem pengukuran carbon footprint yang diterapkan perusahaan, maka akan meningkatkan kualitas
pelaporan carbon footprint dalam green accounting. Demikian pula, Standar dan Regulasi
Pengukuran Carbon Footprint juga berpengaruh positif dan signifikan pada level 1%, dengan
koefisien 0,284562. Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap standar dan regulasi terkait
pengukuran carbon footprint akan mendorong peningkatan kualitas pelaporan carbon footprint.

Variabel Profitabilitas memiliki koefisien regresi positif sebesar 0,156723 dan signifikan pada
level 5%. Ini mengindikasikan bahwa perusahaan yang lebih profitable cenderung memiliki
kemampuan dan insentif yang lebih tinggi untuk melakukan pelaporan carbon footprint yang f dalam
green accounting. Ukuran Perusahaan juga berpengaruh positif dan signifikan pada level 1%, dengan
koefisien 0,028456. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan tambang yang lebih besar cenderung
memiliki sumber daya dan kapabilitas yang lebih baik untuk mengukur dan melaporkan carbon
Jfootprint mereka dalam kerangka green accounting. Model regresi ini mampu menjelaskan 72,56%
variasi dalam Pelaporan Carbon Footprint, dengan uji-F yang menunjukkan model secara statistik
signifikan. Hasil ini menegaskan pentingnya faktor-faktor yang terkait dengan pengukuran, standar,
profitabilitas, dan ukuran perusahaan dalam mendorong pengembangan praktik green accounting,
khususnya pelaporan carbon footprint, di sektor pertambangan Indonesia.

Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sistem Pengukuran Carbon Footprint (X1) berpengaruh
positif dan signifikan terhadap Pelaporan Carbon Footprint dalam Green Accounting (Y). Koefisien
regresi X1 sebesar 0,325478 dengan nilai p<0,01, mengindikasikan bahwa semakin baik sistem
pengukuran carbon footprint yang diterapkan, maka akan meningkatkan kualitas pelaporan carbon
footprint. Temuan ini didukung oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Hartmann dan Moers
(2021) yang menyatakan bahwa sistem pengukuran carbon footprint yang terstandarisasi akan
meningkatkan akurasi dan kredibilitas data emisi yang dilaporkan dalam kerangka green accounting
(Hartmann & Moers, 2021). Variabel Standar dan Regulasi Pengukuran Carbon Footprint (X2) juga
ditemukan berpengaruh positif dan signifikan pada level 1% terhadap Pelaporan Carbon Footprint
(Y), dengan koefisien regresi sebesar 0,284562. Hasil ini mengindikasikan bahwa kepatuhan
perusahaan terhadap standar dan regulasi terkait pengukuran carbon footprint akan mendorong
peningkatan kualitas pelaporan carbon footprint dalam laporan keuangan.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Wijaya et al. (2022) yang menyimpulkan bahwa adanya
kerangka regulasi dan standar yang jelas terkait pengukuran carbon footprint akan memfasilitasi
harmonisasi praktik pelaporan antar perusahaan dan meningkatkan kredibilitas informasi yang
dilaporkan (Wijaya et al., 2022). Variabel Profitabilitas (X3) juga ditemukan berpengaruh positif dan
signifikan pada level 5% terhadap Pelaporan Carbon Footprint (Y), dengan koefisien regresi sebesar
0,156723. Hasil ini menunjukkan bahwa perusahaan yang lebih profitable cenderung memiliki
kemampuan dan insentif yang lebih tinggi untuk melakukan pelaporan carbon footprint yang dalam
kerangka green accounting. Temuan ini didukung oleh penelitian Sulistiawati dan Dirgantari (2019)
yang menyatakan bahwa perusahaan dengan profitabilitas yang lebih baik memiliki sumber daya yang
lebih memadai untuk mengembangkan sistem pengukuran dan pelaporan carbon footprint yang
canggih (Sulistiawati & Dirgantari, 2019).

Variabel Ukuran Perusahaan (X4) juga ditemukan berpengaruh positif dan signifikan pada level
1% terhadap Pelaporan Carbon Footprint (Y), dengan koefisien regresi sebesar 0,028456. Hasil ini
mengindikasikan bahwa perusahaan tambang yang lebih besar cenderung memiliki sumber daya dan
kapabilitas yang lebih baik untuk mengukur dan melaporkan carbon footprint mereka dalam kerangka
green accounting. Temuan ini sejalan dengan penelitian Atmaja dan Saputra (2021) yang
menyimpulkan bahwa perusahaan berukuran besar umumnya memiliki divisi atau staf khusus yang
mengurusi sustainability reporting, termasuk pelaporan carbon footprint, dibandingkan perusahaan
kecil (Atmaja & Saputra, 2021). Hasil penelitian ini menegaskan bahwa faktor-faktor yang terkait
dengan pengukuran, standar, profitabilitas, dan ukuran perusahaan dalam mendorong pengembangan
praktik green accounting, khususnya pelaporan carbon footprint, di sektor pertambangan Indonesia.
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SIMPULAN

Penelitian ini menemukan bahwa variabel-variabel independen yang terdiri dari Sistem
Pengukuran Carbon Footprint (X1), Standar dan Regulasi Pengukuran Carbon Footprint (X2),
Profitabilitas (X3), dan Ukuran Perusahaan (X4) secara positif dan signifikan mempengaruhi
Pelaporan Carbon Footprint dalam Green Accounting (Y) pada perusahaan tambang di Indonesia
selama periode 2019-2023. Sistem Pengukuran Carbon Footprint (X1) berpengaruh positif dan
signifikan terhadap Pelaporan Carbon Footprint (Y). Semakin baik sistem pengukuran carbon
footprint yang diterapkan, maka akan meningkatkan kualitas pelaporan carbon footprint. Standar dan
Regulasi Pengukuran Carbon Footprint (X2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pelaporan
Carbon Footprint (Y). Kepatuhan terhadap standar dan regulasi terkait pengukuran carbon footprint
akan mendorong peningkatan kualitas pelaporan carbon footprint.

Profitabilitas (X3) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pelaporan Carbon Footprint
(Y). Perusahaan yang lebih profitable cenderung memiliki kemampuan dan insentif yang lebih tinggi
untuk melakukan pelaporan carbon footprint yang komprehensif. Ukuran Perusahaan (X4)
berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pelaporan Carbon Footprint (Y). Perusahaan tambang
yang lebih besar cenderung memiliki sumber daya dan kapabilitas yang lebih baik untuk mengukur
dan melaporkan carbon footprint mereka. Model regresi ini mampu menjelaskan 72,56% variasi
dalam Pelaporan Carbon Footprint, dengan uji-F yang menunjukkan model secara statistik signifikan.
Hasil penelitian ini menegaskan bahwa perlunya faktor-faktor terkait pengukuran, standar,
profitabilitas, dan ukuran perusahaan dalam mendorong pengembangan praktik green accounting,
khususnya pelaporan carbon footprint, di sektor pertambangan Indonesia.
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